BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 43\ /KPTS/ % /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BENGKALIS
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (S) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

‘ Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah, bahwa penyusunan Peraturan Bupati perlu
dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

z’\ Nomor 6856); |
3 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik !

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

' Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

.‘ Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6962);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan
Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU :  Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Bengkalis tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
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Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. menyusun naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian ~ Kewenangan  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

b. melakukan rapat pembahasan dan telaahan terhadap
Rancangan Peraturan Bupati dimaksud; dan

c¢. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
untuk penyempurnaan substansi Rancangan Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis.

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

Ditetapkan di Bengkalis
tanggal 31 DHKEMER o (
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 4/ 1epTs/ X1 / 2026
TANGGAL : 3\ pegemuen 2026

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BENGKALIS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS

KABUPATEN BENGKALIS
KEDUDUKAN
NO JABATAN/INSTANSI DALAM TIM KET
1. 2. 3. 4.
1. | BUPATI BENGKALIS PEMBINA
2. | WAKIL BUPATI BENGKALIS PENGARAH
3. | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN | PENANGGUNG
BENGKALIS JAWAB
4. | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN KETUA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS
' S. | KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
6. | ANALIS HUKUM AHLI MUDA PADA BAGIAN ANGGOTA
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG
7. | PENATA PERIZINAN AHLI MADYA PADA DINAS ANGGOTA
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG
8. | PENATA PERIZINAN AHLI MUDA PADA DINAS ANGGOTA
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BENGKALIS SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG
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